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ABSTRAK 
 
Islam menekankan bahwa seorang muslim yang memiliki tanah, khususnya 
tanah pertanian, dia harus memanfaatkan tanah tersebut untuk bercocok tanam. Islam 
tidak menghendaki tanah pertanian dikosongkan tanpa manfaat, sebab hal demikian 
berarti telah menghilangkan nikmat dan menyia-nyiakan harta. Rasulullah saw 
sendiri melarang keras menyia-nyiakan harta yang dimiliki. Seperti halnya 
pengelolaan lahan yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Argasoka yaitu 
pengelolaan kebun babadan. Kebun babadan adalah lahan kosong yang ada di dalam 
hutan milik perhutani. Dalam praktiknya, kebun babadan tersebut dibersihkan oleh 
petani setempat kemudian digarap dan ditanami, apabila petani tersebut 
membutuhkan uang maka ia akan memindah garapkan lahan tersebut kepada petani 
yang lain dengan adanya ganti rugi sesuai dengan kesepakatan. Adapun rumusan 
masalah penelitian adalah 1) Bagaimana praktik pengelolaan kebun babadan yang 
dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Argasoka Kecamatan Banjarnegara Kabupaten 
Banjarnegara ? dan 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad pengelolaan 
kebun babadan tersebut? 
Berdasarkan permasalahan di atas, jenis penelitian yang digunakan dalam 
skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research). Sumber data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh 
langsung dari masyarakat Kelurahan Argasoka dan sumber data sekunder yaitu 
sumber data yang diperoleh dari catatan dan buku-buku yang terkait pada 
permasalahan yang penulis kaji. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis normati deskriptif. 
Dari penelitian yang telah dilakukan penulis diperoleh hasil sebagai berikut: 
Menurut hukum Islam akad tersebut termasuk dalam akad jual beli hak pengelolaan 
kebun babadan karena petani pertama memberikan hak pengelolaan lahan tersebut 
kepada petani kedua dengan imbalan yang disebut masyarakat setempat sebagai ganti 
rugi sesuai kesepakatan. Akad jualbeli dalam pengelolaan menurut hukum Islam 
dianggap sah karena sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Ulama setempat 
berpendapat bahwa jual beli hak pengelolaan kebun babadan tersebut sah selama 
tidak merugikan salah satu pihak, selain itu jual beli hak pengelolaan tersebut 
dianggap bermanfaatbagi Perhutani karena lahan tersebut menjadi bersih dari semak 
belukar dan bagi para petani lahan tersebut dapat ditanami dan hasilnya digunakan 
untuk memenuhi kebutuhan mereka.  
 
Kata kunci: Jual Beli Hak, Pengelolaan Kebun Babadan, Hukum Islam 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Tanah merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan 
kepada manusia untuk dikelola, digunakan dan dipelihara sebaik-baiknya 
sebagai sumber kehidupan dan penghidupan. Manusia diberi kepercayaan untuk 
mengelola dan memelihara fungsi dan kegunaan tanah, sebab manusia 
diciptakan sebagai makhluk yang sempurna yang memiliki akal pikiran, 
sehingga Tuhan Yang Maha Esa menundukkan alam semesta ini termasuk tanah 
di bawah penguasaan dan pengelolaan manusia.
1
 
Manusia yang bermata pencaharian sebagai petani sangat 
menggantungkan hidupnya pada tanah. Tanpa tanah para petani tidak akan dapat 
bercocok tanam yang artinya mereka tidak akan dapat mencukupi kebutuhan 
hidupnya. Oleh sebab itu dibutuhkan rasa saling tolong menolong antar sesama 
manusia. Seperti firman Allah swt dalam al-Qur’an surat al-Maidah ayat 2: 
                    
Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.2 
 
Hal di atas sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan bahwa seorang 
muslim yang memiliki tanah, khususnya tanah pertanian, maka dia harus 
memanfaatkan tanah tersebut untuk bercocok tanam. Islam tidak menghendaki 
                                                          
1
 Mardani,Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 363. 
2
 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung:Jabal, 2010), hlm. 102. 
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tanah pertanian dikosongkan tanpa manfaat, sebab hal demikian berarti telah 
menghilangkan nikmat dan menyia-nyiakan harta. Rasulullah SAW sendiri 
melarang keras menyia-nyiakan harta yang dimiliki.
3
 
Dari keterangan di atas terdapat kasus yang terjadi di Kelurahan 
Argasoka, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara tentang 
pengelolaan kebun babadan yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan 
Argasoka tersebut.  
Babadan adalah sebutan warga Kelurahan Argasoka untuk kebun milik 
perhutani yang dibabad (di bersihkan dari semak belukar) dan dimanfaatkan oleh 
mereka. Perhutani membuka lahan pada tahun 2002. Di setiap wilayah perhutani 
menempatkan seorang mandor yang bertugas untuk menjaga dan mengawasi 
hutan tersebut. Kebun babadan yang terletak di Kelurahan Argasoka juga dijaga 
oleh seorang mandor. Mandor tersebut memberitahu kepada masyarakat sekitar 
bahwa ada lahan kosong yang bisa digarap. Kemudian masyarakat Argasoka 
bersedia untuk menggarap lahan tersebut. 
Dalam penggarapan tanah tersebut ada perjanjian secara lisan yang 
dilakukan antara pihak perhutani yang di wakili oleh mandor dan petani, dengan 
ketentuan: 
1. Masyarakat boleh menggarap lahan tersebut tetapi tidak boleh merusak 
tanaman milik perhutani yang ada di sekitar lahan tersebut. 
2. Luas lahan yang ingin dikelola oleh petani disesuaikan dengan kemampuan 
masing-masing petani. 
                                                          
3
 Muhammad Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam, terj. Wahid Ahmadi dkk., cet. 
3 (Jakarta: Bina Ilmu, 2005), hlm. 381. 
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3. Beberapa tahun sekali akan dilakuka pembaharuan, maka lahan ditutup dan 
semua tanaman yang masih ada di atas lahan tersebut menjadi milik perhutani. 
4. Semua hasil panen tanaman tersebut milik petani yang menggarap. 
5. Tidak ada imbalan untuk perhutani. 
Namun kemudian, pada tahun 2007 dibentuklah Lembaga Masyarakat 
Desa Hutan (LMDH) sebagai bentuk kerjasama antara perhutani masyarakat 
Kelurahan Argasoka dibawah pengawasan Perhutani. Lembaga tersebut 
berfungsi untuk menaungi atau mengawasi masyarakat yang mengelola kebun 
babadan tersebut. 
Antara Perhutani dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) 
membuat perjanjian kerjasama secara tertulis yang mengatur tentang ketentuan-
ketentuan kerjasama antara Perhutani dengan Masyarakat Desa Hutan yang 
berisi diantaranya: 
1. Dasar Perjanjian. 
2. Definisi. 
3. Objek Perjanjian. 
4. Jenis Kegiatan. 
5. Ketentuan Teknis, dan lain-lain. 
Dengan adanya perjanjian kerjasama tersebut di atas maka anggota 
Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) berhak untuk memanfaatkan lahan 
kosong yang berada di dalam hutan. Kemudian Lembaga Masyarakat Desa 
Hutan (LMDH) melakukan perjanjian secara lisan dengan masyarakat. 
Masyarakat yang ingin mengelola lahan tersebut wajib menjadi anggota 
4 
 
Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) hingga sekarang Lembaga 
Masyarakat Desa Hutan (LMDH) beranggotakan ± 100 orang. 
Perjanjian antara Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)dengan masyarakat 
dilakukan secara lisan dengan ketentuan diantaranya: 
1. Masyarakat yang ingin mengelola lahan kosong tersebut harus menjadi 
anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) terlebih dahulu. 
2. Sebelum menanami lahan petani tersebut harus melaporkan kepada Lembaga 
Masyarakat Desa Hutan (LMDH) tanaman apa yang akan ditanam, kemudian 
pihak Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) akan memutuskan boleh 
atau tidak boleh tanaman itu ditanam. 
3. Tidak ada pungutan biaya untuk menjadi anggota Lembaga Masyarakat Desa 
Hutan (LMDH). 
4. Hasil panen sepenuhnya milik petani.4 
5. Apabila akan melakukan pemindahgarapan maka petani tersebut harus lapor 
kepada Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) terlebih dahulu. 
Setelah itu masyarakat mulai menggarap lahan tersebut dengan berbagai 
macam tanaman sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.  
Setelah panen ada petani lain yang ingin menggarap lahan tersebut secara 
langsung tanpa melalui perhutani, kemudian mereka melakukan perjanjian dengan 
ketentuan petani yang akan menggarap lahan tersebut harus membayar sejumlah 
uang yang oleh masyarakat setempat disebutsebagai ganti rugi atas tanaman yang 
                                                          
4
Wawancara dengan Bapak Rochamad sebagai Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan 
(LMDH) diKelurahan Argasoka pada tanggal 29 Mei 2015. 
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telah ditanam oleh petani pertamasesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak 
begitu seterusnya. 
Contoh kasus: petani yang ingin menggarap lahan tersebut datang kepada 
petani sebelumnya tetapi terkadang  mereka juga bertemu di kebun. Kemudian 
mereka melakukan perjanjian secara lisan. Petani tersebut berkata kepada petani 
sebelumnya, “saya ingin menggarap lahan tersebut”, petani sebelumnya 
menjawab, “iya, tetapi kamu harus membayar 1 (satu) juta untuk mengganti 
tanaman kopi yang ada di atas lahan.” Biasanya terjadi tawar menawar hingga 
mendapatkan harga yang cocok, setelah itu petani tesrsebut membayar sejumlah 
uang yang disepakati kepada petani sebelumnya kemudian petani tersebut sudah 
diperbolehkan menggarap lahan tersebut. Begitu juga sebaliknya jika penggarap 
pertama membutuhkan uang maka dia akan memindah garapkan lahan tersebut 
kepada petani yang lain dengan imbalan atau ganti rugi yang telah disepakati. 
Begitu seterusnya sampai lahan tersebut ditutup oleh perhutani.
5
 
Dari pemaparan di atas, penulis menemukan permasalahan bagaimana 
Islam memandang akad pengelolaan kebun babadan tersebut. Perhutani yang 
menyerahkan lahan kosong untuk dikelola dan dimanfaatkan oleh warga sekitar, 
tetapi kemudian di dalam pengelolaan tersebut terjadi perpindahan penggarapan 
dari petani satu ke petani yang lain dengan membayar ganti rugi. Sehingga 
penulis tertarik untuk meneliti akad yang terjadi antara petani pertama dan petani 
kedua dalam pengelolaan kebun babadan tersebut. 
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6 
 
Maka penulis menuangkan dalam skripsinya yang berjudul “Akad 
Pengelolaan Kebun Babadan dalam Persektif Hukum Islam (Studi Kasus di 
Kelurahan Argasoka Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara)”. 
 
B. RumusanMasalah 
Berdasakanlatar belakang masalah diatas dapat diambil rumusan 
masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana praktik pengelolaan kebun babadan di Kelurahan Argasoka 
Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara? 
2. Bagaimana akad pengelolaan kebun babadan tersebutdalam persepektif 
hukum Islam? 
 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui bagaimana praktek pengelolaan kebun babadan di 
Kelurahan Argasoka Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara. 
b. Untuk mengetahui bagaimana Hukum Islam memandang Akad 
Pengelolaan Kebun babadan tersebut. 
2. Manfaat Penelitian 
a. Memberikan konstribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada 
umumnya dan  fiqh muamalah pada khususnya. 
b. Untuk memberikan kemanfaatan guna menambah informasi tentang fiqh 
muamalah, khususnya ilmu yang berkaitan dengan masalah pengelolaan 
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lahan, serta bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi peneliti 
khususnya. 
 
D. Kajian Pustaka 
Dalam pembahasan skripsi ini penulis akan menguraikan serangkaian 
kajian pustaka yang mendukung dan berhubungan dengan permasalahan-
permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan kebun babadan.  
Abdul Ghofur Anshri dalam buku Hukum Perjanjian Islam di Indonesia 
menjelaskan tentang pengertian wakalah, dasar hukum wakalah serta rukun dan 
syarat Wakalah. 
Hendi Suhendi dalam buku Fiqh Muamalah menjelaskan tentang 
pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun jual beli, syarat sah jual beli 
dan macam-masam jual beli. Dalam jual beli juga ada yang dibolehkan dan ada 
yang dilarang juga ada yang batal adapula yang terhalang tetapi sah.
6
 
Ibnu Rusyd dalam bukunya Bidayatul Mujtahid menjelaskan bahwa 
sebuah akad dinyatakan sah apabila disertai dengan lafazh jual beli. Bentuk kata 
kerja yang dipakai adalah kata kerja masa lalu (shighah madhiyah). Misalnya, 
penjual berkata, “Telah kujual padamu”, dan pembeli berkata, “Telah kubeli 
darimu”. Sedangkan menurut Imam Syafi’i, jual beli bisa terjadi, baik dengan 
kata-kata (lafazh) yang jelas maupun kinayah (kiasan).7 
Skripsi Yusuf Rahmanto memaparkan tentang bagaimana hukum Islam 
mengatur pengelolaan tanah bekas irigasi di dusun Gendeng desa Karangpetir 
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 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), hlm. 78. 
7
 Ibnu Rasyd, Bidayatul Mujtahid, terj. M.A Abdurrahman dan A. Haris Abdullah 
(Semarang: Asy-Syifa’, 1990), hlm. 95. 
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kecamatan Tambak kabupaten Banyumas. Dalam skripsinya Yusuf Rahmanto 
menjelaskan bahwa pengelolaan tanah bekas irigasi tersebut termasuk ke dalam 
konsep Ihya al Mawat yaitu menghidupkan tanah yang sudah mati karena sudah 
ditinggalkan dan tidak digunakan.
8
 
Skripsi Siti Nurjanah memaparkan tentang perjanjian pengelolaan tanah 
dalam perspektif hukum Islam di dusun Banjarwaru desa Sindangbarang 
Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap. Dalam skripsinya Siti Nurjanah 
menjelaskan bahwa pengelolaan tanah sawah tersebut termasuk akad Muza>ra’ah 
dengan sistem 1/5 yaitu 1 bagian untuk penggarap, 4 bagian untuk pemilik 
sawah karena benihnya dari pemilik sawah.
9
 
 
E. Sistematika Pembahasan 
Untuk memudahkan pembaca dalam menelaah skripsi ini, maka penulis 
membuat sistematika penulisan yang terdiri dari 5 bab, dengan uraian sebagai 
berikut: 
 Bab pertama, memuat uraian latar belakang dan rumusan masalah. 
Selanjutnya uraian tentang kerangka teori sebagai pijakan dasar mengkaji 
permasalahan yang diangkat, kajian pustaka dan sistematika pembahasan. 
Kemudian bab kedua berisi tentang landasan teori akad perwakilan 
(Wakalah). Kemudian dilanjutkan dengan akad jual beli hak pengelolaan kebun 
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 Yusuf Rahmanto, “Pengelolaan Tanah Bekas Irigasi Di Dusun Gendeng Desa Karangpetir 
Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas”, Skripsi, (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2012) 
9
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Banjarwaru Desa Sindangbarang Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap”, Skripsi(Purwokerto: 
STAIN Purwokerto, 2005) 
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babadan dari petani pertama kepada petani kedua, dengan harga jual yang 
disamakan dengan ganti rugi kepada petani pertama.  
Bab ketiga berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari: jenis 
penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang 
akan digunakan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian. 
Dalam bab keempat adalah deskripsi wilayah Kelurahan Argasoka yang 
meliputi kondisi wilayah, kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat, serta 
kondisi keagamaan masyarakat. Praktik dan analisis akad pengelolaan kebun 
babadanperspektif hukum Islam. Kemudian pembahasan hasil penelitian tentang 
akad pengelolaan kebun babadan di Kelurahan Argasoka, Kecamatan 
Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara. 
Bab ke lima berisi penutup meliputi kesimpulan yang berisi jawaban 
terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan 
saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Dari pembahasan tentang pengelolaan kebun babadan di Kelurahan 
Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, maka penulis dapat 
mengambil kesimpulan sebagai berikut: 
Pada praktik pengelolaan kebun babadan yang dilakukan oleh 
masyarakat Kelurahan Argasoka dalam praktiknya melibatkan dua pihak yaitu 
petani pertama (penjual) dan petani kedua (pembeli) hak guna lahan. Transaksi 
jual beli ini dilakukan di rumah petani pertama ataupun langsung di kebun 
babadan. Jual beli ini sudah terjadi semenjak dibukanya lahan Perhutani 
meskipun pada awalnya para petani masih belum terorganisir akan tetapi 
kemudian dibentuklah  LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) yang 
berfungsi sebagai wadah bagi para petani yang menggarap kebun babadan. 
Menurut ulama setempat akad jual beli hak pengelolaan kebun babadan 
tersebut sah selama tidak merugikan pihak-pihak yang terkait yaitu perhutani, 
petani pertama dan petani kedua. Sedangkan menurut penulis akad jual beli hak 
pengelolaan kebun babadan sah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syari’ah, 
karena pengelolaan kebun babadan telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, 
selain itu jual beli hak pengelolaan kebun babadan juga sesuai dengan prinsip-
prinsip jual beli menurut hukum Islam, karena pada akad tersebut dilakukan atas 
dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan dan terdapat manfaat bagi 
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petani pertama (penjual) karena dapat memenuhi kebutuhannya dengan uang 
yang diterima, sedangkan petani kedua (penjual) mendapat kebun yang dapat 
ditanami tanaman yang diinginkannya baik untuk memenuhi kebutuhan maupun  
memenuhi keinginan untuk memiliki kebun. Meskipun dalam jual beli hak 
pengelolaan kebun babadan itu dalam melafalkan akad belum jelas, karena 
mereka hanya menggunakan kata “saya ingin menggarap dan saya akan 
memberikan ganti rugi”. Namun walaupun lafalnya tidak jelas karena 
menggunakan kata-kata lain tetapi maksud dan tujuannya adalah sama yaitu 
menjual dan membeli hak guna kebun babadan sehingga akad tersebut tetap sah. 
 
B. Saran-saran 
1. Untuk dapat ditindaklanjuti dalam masalah-masalah yang serupa dengan 
lebih dalam lagi. 
2. Untuk penjual dan pembeli diharapkan dapat melaksanakan transaksi 
dengan akad yang jelas. 
3. Untuk petani pertama dan petani kedua dapat memanfaatkan kebun babadan 
sesuai dengan kebutuhannya dan tidak merusak hutan milik petani. 
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